
BUPATI  PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI PONTT 4^ ''',
NOMOR 20-  TAHUN2!

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIPONTIA
TENTANG PERJALANAN DEVAS ATAS BEBAN A

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONT

NOMOR7TAHUN2014
IRAN PKNDAPA TAN
K BAG! NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(, ?AESA

BUPATIPONTIANAK,

Menimbang :  a. bahwa untuk lebih tertib administras! uansparan, akuntabel, efisien dan
efektifnya pelaksanaan Anggar @,  Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, perlu  'iiakukan perubahan Peraturan Bupati
Pontianak Nomor 7 Tahun 20 i 1 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Be! uiaja Daerah Kabupaten Pontianak Bagi

Non PNS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang femoemuKaii reiauuaii
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Repiirtik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembttrar  Negara f&etpjfej|ijlic

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nom< r 5 Tahun 2014 tentang Aj  atur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No v @: 5494);

7. Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 200  ntang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo  -)cwan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Ret-  Indom  ' ;ihun 2004
Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Rej Indonesia
Nomor 4416), sebugaimana telah diubah beberapa kai  > 11ir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tn'-^n 2007 (L  ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 N  !7, Tain:  n Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4"

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 1.  lui 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerint:' Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5104);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012  tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri

dan Pegawai Tidak Tetap;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
t>__^- 1, n ami,,ran TWrah Tahun 2010 Nomor 1).



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten
Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013

Nomor 5)

Menetapkan

MEMUTl

PERATURAN BUPATI Pi
ATAS PERATURAN BUPATt
TENTANG PERJALANAN i>
PENDAPATAN BELANJA DA
BAGI NON PNS

\ AK TENTANG
TIANAKNOMOR

MAS BEBAN
@@ !  KABXJPATEN

RUBAHAN
VHUN 2014
NGGARAN
>NTIANAK

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pontianak Norm  Tahun 2014 tentang Perja  in Dinas
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeiuh Kabupaten Pontianak B:<  Nfon PNS
(Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2014 Nomor 7) diubah Daftar Pe> ilanan Dinas
sebagaimana tercantum pada bagian Lampiran Nomor unit 5 dan 8  St.indar Biaya
Penginapan Perjalanan Dinas Keluar Daerah diubah sebagaimana tercantum da! @ <@; Lampiran

Pfrntiiran Rnnati ini.

Pasal 2

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangr  i.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengnn.i^ngan Per.'uran Bupati ini
Honnan PenemDatannva dalam Berita Daerah Kabupaten P^  ana,k.

Qiundangkan di Mempawah
pada tanggal... .n.^  >

<?[JC 5EKRETAWS DAERAH.KABUPATEN PONTIANAK
1 s**̂ ~--*-~

Ditetapkail  di Mempawah
pada tangial 24-4-2014

BUPATI IpNTIANAK,

RIA NORSAN

RERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

r.wm ..^|rt.... NOMOR ...f.?.



I AMPIRAN / PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NO

6

. 9

10
11
12
13

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN2014
2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
pPMnaPATAN nAN ASFT DAERAH KABUPATEN PONTIANAKBAGI .MOM PNS

1  STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS t̂ t luak umck/v
(DM AM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN

SINGKAWANG
BENGKAYANG
SAMBAS
KUBU RAYA
PONTIANAK
LANDAK
MELAWS
SEKADAU
SANGGAU
SINTANG
KAPUAS HULU
KETAPANG
KAYONG UTARA

GOLONGAN PERTAMA

(Rp)
600.000
600.000
600.000
700.000
750.000
600.000
600.000
600.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000

GOU i KEDUA

.. . .GSKSSS

.)00_

ooo_

. ooo_

ooo_
j.obo

@@o.ooo

':70.000

^Q.OOO
650.000
650.000
650.000
650,000

STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Kfc luak umciwi
n IIAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NO

1
2

X 3

i_4_

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TUJUAN

NANGROEACEHD.
SUMATERAUTARA

KEPULAUANRIAU

SUMATERABARAT
SUMATERASELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKABELITUNG
BANTEN
JAWABARAT
DKIJAKARTA
JAWATENGAH
D.IYOGYAKARTA
JAWATIMUR
BALI
NTB
NTT
KAL-TENGAH
KAL-SELATAN
KAL-TIMUR
SUL-UTARA
CGRONTALO
SUL-BARAT
SUL-SELATAN
SUL-TENGAH
SUL-TENGGARA

GOLONGANPERTAMA

(RP)
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000
910.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.100.000

910.000
910.000
910.000
910.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
910.000

1.000.000

910.000
910.000

GOLONGANKEDUA

(Rp)
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
875.000
950.000
950.000
350.000
950.000
950.000
950.000

1.050.000

875.000
875.000
875.000
875.000
950.000
950.000
S50.000
875.000
950.000
875.000
875.000



BUPATllPONTIANAK,

'P/

RIA NQRSAN

NO

29
30
31
32

TUJUAN

MALUKU
MALUKUUTARA
PAPUA
PAPUABARAT

GOLONGANPERTAMA

(Rp)
1.000.000
-i.ooo.boo
1.000.D00
1.000.|)00

GOLONGANKEDUA

(RP)
950.000
r""n!000

'000
J.000


